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ABSTRAK
Upah terendah yang diwajibkan oleh hukum untuk dibayarkan oleh pemberi kerja kepada
pekerja merupakan upah minimum, bertujuan guna menjamin kesejahteraan dan
mencegah eksploitasi tenaga kerja. Penetapan upah minimum biasanya dilakukan oleh
pemerintah berdasarkan berbagai faktor, termasuk biaya hidup, tingkat inflasi,
produktivitas, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini membahas
mengenai dampak penerapan upah tenaga kerja dari perusahaan yang tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, solusi bagi perusahaan yang
belum mampu memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan minimum upah yang
telah ditetapkan oleh pemerintah, serta pandangan hukum islam mengenai pemberian
upah oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan minimum upah yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena yang
terjadi di masyarakat bahwasanya masih terdapat tenaga kerja yang kurang layak dari segi
pendapatan upah, untuk memberikan solusi terhadap perusahaan yang belum bisa
membayar upah minimum tenaga kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta untuk
memahami dari pandangan hukum islam berkenaan dengan penerapan upah bagi pekerja
di Indonesia. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan, studi kasus, teori-teori
hukum, pendapat-pendapat hukum, sumber-sumber buku ilmiah, dan konsep-konsep
hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. memperoleh upah sesuai dengan
ketentuan minimum yang di tetapkan pemerintah maka dapat membawa konsekuensi
serius yang merugikan perusahaan dari berbagai aspek, termasuk reputasi, produktivitas,
dan kemampuan bersaing. Mengatasi ketidakmampuan membayar upah minimum
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, fokus pada dialog terbuka
antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Di dalam Islam melarang segala bentuk
eksploitasi dan riba, pemberian upah yang tidak sesuai dapat dianggap sebagai bentuk

eksploitasi yang dilarang oleh syariat agama islam.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Upah, Upah Minimum



ABSTRACT
The lowest wage that is legally required to be paid by employers to workers is the
minimum wage, which aims to ensure welfare and prevent exploitation of workers. The
determination of the minimum wage is usually carried out by the government based on
various factors, including the cost of living, inflation rate, productivity, and overall
economic conditions. This study discusses the impact of the application of labor wages
from companies that do not comply with Government Regulation Number 51 of 2023
concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning
Wages, solutions for companies that are not yet able to provide wages that do not comply
with the minimum wage provisions set by the government, and the views of Islamic law
regarding the provision of wages by companies that do not comply with the minimum
wage provisions set by the government. This study aims to examine the phenomenon that
occurs in society that there are still workers who are not worthy in terms of wage income,
to provide solutions for companies that are not yet able to pay the minimum wage for
workers set by the Government, and to understand from the perspective of Islamic law
regarding the application of wages for workers in Indonesia. In this study, laws and
regulations, case studies, legal theories, legal opinions, scientific book sources, and legal
concepts related to the topics discussed. obtaining wages in accordance with the
minimum provisions set by the government can have serious consequences that are
detrimental to the company in various aspects, including reputation, productivity, and
competitiveness. Overcoming the inability to pay minimum wages requires a
comprehensive and collaborative approach, focusing on open dialogue between
companies, workers, and the government. In Islam, all forms of exploitation and usury
are prohibited, and the provision of wages that are not appropriate can be considered a

form of exploitation that is prohibited by Islamic law.

Keyword: Employment, Labor, Wage, Minimum
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